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ABSTRAKSI 

PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH OLEH DEVELOPER DALAM 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

OLEH 

MAND RAS 

NIM: 04 840 0016 
BIDANG HUKUM PERDATA 

Keterbatasan tanah untulc pembangunan perumahan adalah salah satu kendala 
dalam pembangunan di daerah perkotaan, karena itu banyak pengembang yang 
melakukan segala cara ontuk mendapatkan tanah. Kita memang menyadari bahwa 
pembangunan itu sangat penting, tetapi kepentingan tersebut tidak harus 
mengorbankan kepentingan orang atau masyarakat. Seperti terdadpat pada Undang­
undang yang berbunyi " 

Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam · yang terkandung 
didalamnya sebagai milik bangsa Indonesia hams dipelihara dengan sebaik-baiknya, 
diatur, diprogram, dan diperuntukkan untulc kepentingan bangsa dan dapat 
memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. 

Ketentuan mengenai permasalah tanah telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang merupakan ketentuan pokok 
dari seluruh peraturan mengenai peraturan mengenai ketentuan-ketentuan pokok dari 
seluruh peraturan mengenai pertanahan di Indonesia yang bertujuan untuk 
meletakkan dasar untulc kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai pemberian 
kepastian hukum dan hak-hak atas tanah. 

Masalah pemhebasan tanah ·yang dilakukan oleh developer atau dengan istilah 
pengembang banyak menimbulkan masalah diantara pemilik tanah yang hak atas 
tanahnya tersebut akan dilepaskan dengan ganti kerugian yang dinilai oleh pemilik 
tanah belum sesuai dengan kepentingan mereka akan tanah yang akan dilepaskan 
haknya tersebut. 

Ketentuan UUP A menyebutkan, bahwa mempunyai hak harus atau wajib 
mempergunakannya, hams diingat juga untuk kepentigan umum, sesuai dengan 
tujuan pemberian hak tersebut. Demikian juga hak individu tersebut sudah tercakup 
dalam pengertian fungsi sosial pencatuman fungsi sosial didalam perundang­
undangan itu adalah merupakan penegasan dari hakikat dari hukum adat kita sendiri. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar kita tahu bagaim,ana hak kita 
sebagai pemilik tanah dan apa yang hams dtlakukan pemilik tanah untulc masyarakat 
ban yak. 

Demikianlah bahan-bahan dalam penelitian yang telah penulis peroleh dalam 
menulis Skripsi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

·� 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable 

Development) disega1a Bidang dari tersedianya tanah untuk kebutuhan pembangunan, 

semakin banyak Pembangunan maka semakin banyaklah kebutuhan akan tanah, hal 

ini disebabkan karena tanah merupakan sarana penting untuk terwujudnya suatu 

pembangunan. 

Ketentuan mengenai permasalah tanah telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1 960 tentang Pokok-pokok Agraria yang merupakan ketentuan pokok 

dari seluruh peraturan mengenai peraturan mengenai ketentuan-ketentuan pokok dari 

seluruh peraturan mengenai pertanahan di Indonesia ·yang hertuJuan untuk 

meletakkan dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai pemberian 

kepastian hukum dan hak-hak atas tanah. 

Salah satu pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan adalah 

pembangunan perumahan dan pemukiman dan tanah yang tersedia sangat terbatas 

sekali dan kalaupun ada akan menggusur banyak penduduk yang menghuni atau 

mendiami tanah tersebut. 

Dengan keterbatasan tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman, 

maka oleh pihak Developer yang sekarang disebut dengan Pengembang, didalam 

mewujudkan pembangunan tersebut, banyak pengembang melakukan segala macam 
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cara untuk mendapatkan tanah tersebut dan banyak menggunakan aparat 

pemerintahan setempat. Memang kita menyadari bahwa pembangunan itu sangat 

penting, tetapi apakah dengan melaksanakan pembangunan akan mengorbankan atau 

mengabaikan kepentingan dari masyarakat pemilik tanah terse but? W alaupun dalam 

pasal 6 UUP A disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyia fungsi sosial. 

Yang lebih memprihatinkan lagi para pengembang sebelum melakukan pembebasan 

tanah dengan bermodalkan izin lokasi yang dimiliki seolah-olah telah menguasai 

tanah tersebut berdasarkan luas tanah yang tertera dalam surat izin lokasi tersebut. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Skripsi yang berjudul "PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH OLEH 

DEVELOPER DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN", diajukan penulis 

dikarena:kan beberapa hal, antara lain: 

1. Karena penulis banyak melihat banyak terjadi konflik yang terjadi 

dikarenakan mempertahankan haknya dalam proses pembebasan tanah. 

2. Memenuhi rasa keingin tahuan penulis ontuk mengetahui lebih jauh tentang 

masalah pembebasan tanah dan juga prosedur pembebasan tanah tersebut. 

3. Mengetahui jawaban atas masalah pembebasan tanah oleh pihak pengembang. 

C. Pengertian dan Penegasan Judul 

Jika diperhatikan judul tersebut diatas , tentulah akan menimbulkan 

pertanyaan bagi kita "kira-kira apa yang terkadung di dalamnya?". Untuk itu sebelum 
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